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PERAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN DALAM MENGATASI
PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK
Kukuh Haswandi
Kata Kunci.: Peran; Dinas Sosial dan Pemakaman, Satpol PP, Pengemis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial adalah
keadaan ketentraman sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai tatanan agama
dan budaya yang berlaku,:dimana pemerintahan dan.masyarakat dapat melakukan
kegiatan seeara tertib, teratur, nyaman dan tentram. Sementara itu, peran Dinas
Sosial dan Pemakaman dalam mengatasi pengemis di kota pekanbaru cukup
optimal dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman di
kota pekanbaru dalam mengatasi pengemis sudah berjalan walaupun banyak
kendala-kendala yang dihadapi sewaktu kegiatan-kegiatan berlangsung. Rumusan
masalah dalam  penclitian ini yaitu: “Bagaimana peran Dinas Sosial dan
Pemakaman dalam Mengatasi Pengemis di Kota Pekanbaru”. Tujuan Penelitian
ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peran Dinas Sosial dan
Pemakaman dalam Mengatasi Pengemis di Kota Pekanbaru. dan mengetahui
hambatan-hambatannya. Tipe«Penelitian iniadalah- Survey Deskriptif dengan
Kualitatif. Adapun yang menjadi informan dan key informan adalah Kepala Dinas
Sosial dan Pemakaman, Kepala Bidang Rehabilitas sosial, Kepala dinas satuan
polisi pamong praja, Para pengemis dan Masyarakat. kesimpulan akhir dapat
disimpulkan bahwa Peran Dinas/\Sosial dan “Pemakaman: dalam mengatasi
pengemis di kota pekanbaru telah berjalan cukup optimal.



THE ROLE OF SOCIAL AND FUTURE SERVICES IN OVERCOMING
BEGGERS IN PEKANBARU CITY

ABSTRACT
Kukuh Haswandi
Keywords: Role, Social and Funeral Service, Satpol PP, Beggars

In the Regional Regulation Number 12 of 2008 concerning Sacial Order, it is a
state of social peace In accordance with the, norms, values of the prevailing
religious ‘and cultural order,“where the government and society can carry out
activities in-an orderly, orderly, comfortable and peaceful manner. Meanwhile,
the role of the Social and Funeral Service in dealing with beggars in Pekanbaru
City is quite optimal, judging from the activities carried out by the Social and
Funeral Service in Pekanbaru City in dealing with beggars, although there are
many obstacles encountered during the activities. The formulation of the problem
in this study is: "How is the role of the Social and Funeral Service in Overcoming
Beggars in Pekanbaru City*. The purpose of this study was to find out and explain
how the role of the Social and Funeral Service in Overcoming Beggars in
Pekanbaru City and to find out the obstacles. This type.of research is a
descriptive survey with qualitative.. The informants and key informants were the
Head of the Social and Funeral Service, the Head of the Social Rehabilitation
Division, the Head of the Civil Service Police Unit, the beggars and the
community. thefinal conclusion can be concluded that the role of the Social and
Funeral Service'in dealing with beggars in“the city of Pekanbaru has been
running quite optimally

Xi
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia.adalah negara yang didirikan dengan
tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamain abadi
dan keadilan sosial, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea keempat.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang tersebar dari Sabang
hingga ke Merauke, oleh karena itu untuk mempermudah penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia maka Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah
besar dan kecil. Seperti yang.dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal
18 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi
atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi dibagi atas kabupaten dan
kota, yang tiap-tiap  provinsi, kabupaten dan kota.itu mempunyai pemerintah
daerah yang diatur dengan wundang-undang, pemerintah daerah memiliki
wewenang berdasarkan otonomi daerah yang berpatokan pada desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelimpahan kewenangan kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara
Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Terbentuknya Undang-undang tentang pemerintahan Daerah Nomor 23

Tahun 2014 merupakan langkah yang penting bagi pengembangan otonomi

daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri

n pemerintah

Republik |
yang menjé oleh Undang-

undang ini

2. 'Q‘ usan,.Pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusa
3. Urusan Pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintah yang menjadi

kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih
menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran keikutsertaan masyarakat,

pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman



daerah. Oleh karena penyelenggara otonomi daerah adalah dengan memberikan

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional.

Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang

pemerintah daerah::

1.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu. mempunyat pemerintahan daerah, yang diatur dengan
undang-undang.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilin melalui pemilihan
umum.

Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah
Pusat.

Pemerintahan daerah berhak ‘menetapkan’ peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam

undang-undang

Tugas pemerintah,  demi terciptanya .cita-cita bangsa dalam hal

pembangunan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum. Adapun pada

dasarnya tugas pemerintah meliputi:

1.

2.

Tugas Mengatur, Menyakut peraturan yang di penuhi masyarakat, dimana

dalam hal ini pemerinatah membuat perintah dan larangan.

Tugas Mengurus, Mengurus kesejahteraan rakyat, sosial, ekonomi,

kesejahteraan dalam hal menyediakan sarana finalsial dan personal.
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Sementara itu urusan-urusn selain di atur oleh pemerintah pusat sisanya di
serahkan pada pemerintahan Daerah. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

dasar) dan urusa inta . ( ngan pelayanan
dasar) yang

. Pendidikan;
. Kesehatan;

. Ketentraman, kete
. Sosia.
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Kemudian dalam ayat 2 yang menjadi urusan pemerintah wajib yang tidak

berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

Tenaga kerja;

Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
Pangan;

Pertahanan;

Lingkungan hidup;

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
Pemeberdayaan masyarakat dan desa;

Q@ +~o® o0 o
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Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
Perhubungan;

Komunikasi dan informatika;

Koperasi, usaha kecil dan menengah;
Penanaman modal;

~evos3z— R TS

pasal 12 aya

Q@ +~o o0 o

a Q an “kesejahteraan sosial masyarakat
@“‘ n il masy

telah diamanatkan di dalam g Dasar 1945 antara lain yaitu pada
Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan : “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara
oleh negara.” Selanjutnya pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
disebutkan bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh

rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai

dengan martabat kemanusiaan”.



Keberhasilan pembangunan pada dasarnya sangat ditentukan oleh
kemampuan aparatur pemerintah dalam merumuskan program-program atau
kebijakan untuk dilaksanakan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang ikut
serta bersama-sama melaksanakan program.atau kebtjakan yang telah diputuskan
yang seharusnya didukung pula oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Pembangunan bertujuan «wntuk-mewujudkan hidup yang lebih baik dari
sebelumnya:” Karena itu keberhasilan suatu pembangunan sedikit banyak
ditentukan oleh pemerintah mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan
dana atau uang. Permasalahan dalam melaksanakan pembangunan, selalu
berkaitan dengan masalah kemiskinan, dimana masalah™ kemiskinan ini
merupakan masalah yang sulit diselesaikan dari dulu hingga sekarang.

Beberapa timbulnya kemiskinan setiap tahun disebabkan kurangnya atau
tidak adanya pendidikan, tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan pasar
kerja, sedikit lapangan kerja yang tersedia, penghasilan yang diperoleh kurang
memadai, dan lahan yang semakin menyempit.

Oleh sebab “itu orang-orang yang tidak..memiliki pendidikan dan
keterampilan, tidak memiliki pekerjaan “tetap dan layak, dan tidak memiliki
penghasilan inilah yang kemudian mencoba segala upaya untuk tetap bertahan
hidup salah satunya dengan menjadi seorang pemulung, pengamen, pengemis,
gelandangan, dan lain-lain. Selain itu menjadi seorang gelandangan dan pengemis
penghasilannya bahkan ada yang lebih besar dibanding pekerja tetap dan layak.

Pengemis adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus

mengemis dimuka umum. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 Kota
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Pekanbaru pada pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 yang mengatur tentang gelandangan dan

pengemis. Keberadaan pengemis yang semakin meluas di Kota Pekanbaru, jelas

meresahkan masyarakat. Khususnya pengguna jalan karena pengemis ini sering

berpura-p
bagi perusah
lantang me

pengelolah

NALNANARN

s

yang menga

melakukan

umum.

Dalam rangka menjalankan Urusan Pemerintahan Wajib di bidang sosial
tersebut, maka pemerintahan kota dituntut untuk senantiasa mengutamakan
tercapainya efektivitas dan efisiensi serta terwujudnya prinsip keadilan dan
pemerataan bagi segenap masyarakat/ warga kota dalam memperoleh manfaat dari

pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, serta penyelenggaraan pelayanan
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publik. Untuk itu, pemerintahan kota harus dapat menetapkan visi, misi, tujuan
serta sasaran, dan menyusun perencanaan berbagai program/ kegiatan

pembangunan untuk mewujudkannya, melalui organisasi perangkat daerah yang

dibentuk.

' pak jalanan
telah m ﬂf jarakat para
pengguna ‘« a kita selalu
melihat da , dan merusak

pekerjaan, sulitnya mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan
sebagainya.

Pemerintah dalam hal ini telah banyak mengeluarkan kebijakan tentang
bagaimana mengurangi jumlah anak jalan. Pemerintah pusat bekerjasama dengan
pemerintah daerah telah lama mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan istilah

GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh). Pemerintah Kota Pekanbaru



sendiri telah mencanangkan program dalam pengentasan kemiskinan antara lain
seperti program K2l (Kemiskinan, Kebodohan, dan Ketertinggalan Infrastruktur).
Namun sekarang ini masih banyak terlihat bermunculan aktivitas gelandangan,
pengemis, dan anak jalanan di-Kota Pekanbaru:

Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi yang terkait
juga tidak dapat mengatasi. permasalahan ini.. Misalnya kegiatan razia yang
dilakukan' eleh satuan™ Polisi Pamong Praja terhadap para pengemis tidak
memberikan efek jera atau efektif karena masih banyak gelandangan dan
pengemis yang masih bisa melakukan aktivitasnya yaitu berkeliaran di tempat
umum atau di jalanan.

Penyadang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti Gelandangan dan
pengemis (gepeng), serta anak punk Kian menjamur di Kota Pekanbaru. Dinas
Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru juga mengaku kewalahan dalam penertiban dan
soal penganggaran. bahwa anggaran dana operasional shalter hanya Rp 400 juta di
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Untuk itu Dinsos
terpaksa akan memilah-memilah para penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) yang berkeliaran di-Pekanbaru, drtahun 2019 kemaren PMKS ditampung
semua ke shelter, dan kita kwalahan dari sisi anggaran, untuk itu tahun 2020 ini
kita akan pilah-pilah lagi. PMKS yang betul-betul patut untuk tampung dan
diberikan pembinaan, dan bagi yang tidak, akan Dlkembalikan kepada pihak
keluarga.

Untuk anggaran Shelter yang hanya mencapai Rp 400 juta tersebut tidak

cukup, berupaya menertiban PMKS seperti gepeng dan anak punk yang ada di
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Pekanbaru. Untuk operasional Shelter, Dinsos menargetkan akhir Februari 2020
ini sudah bisa dijalankan kembali. Mengigat pada Agustus 2019 lalu, Shelter yang
berada di Simpang Tiga Pekanbaru ini sempat tidak beroperasi kerena tidak ada
anggaran operasional penanganan PMKS yang-telah ditertibkan.

Untuk operasinalnya Dinsos masih menunggu SOP, ketentuan mekanisme
yang ada, Dinsos akan berusaha: akhir: Februari.ini, karena Dinsos juga sedang
mencari orang-orang Yyang ahli terhadap hasil Assesmen, misalnya masalah
fiskologi anak tentu ke orang yang ahli di bidang fiskologi yang di arahkan,
adapun kasus kekerasan rumah tangga. Di samping itu, Dinsis berharap peran
serta masyarakat untuk menekan atau meminimalisir PMKS agar tidak terus
menjamur.

Pembinaan terhadap Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan oleh Dinas
Sosial Kota Pekanbaru dilaksanakan di Shelter. Shelter ~Dinas Sosial Kota
Pekanbaru dibentuk oleh Pemerintah Kota yang dipergunakan sebagai tempat
penampungan sementara (camp assesment) yang memberikan pelayanan dalam
bentuk pembinaan, bimbingan sosial dan perlindungan bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Pekanbaru.

Tabel 1. | : Data lokasi keberadaan pengemis di kota pekanbaru

No Alamat Lokasi

1 | JI. H.R Subrantas Lampu merah simpang tabek gadang
2 | JI. Harapan Raya Simpang 3 lampu merah

3 |J. AYani Daerah pasar Kodim

4 | JI. Kharuddin Nasution Pendopo, Rumah makan Pak Nurdin
5 | JI. Letjend.S. Suparman Rumah Makan beringin Edi

Sumber : Olahan Penulis 2020
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Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa ada beberapa titik di jalanan Kota
Pekanbaru dimana pengemis masih berkeliaran bebas dan belum diatasi oleh
Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru secara baik. Maka dari itu peneliti
mengambil beberapa sample, Kecamatan Bina-Widya, Kecamatan Tuah Madani,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Sail, dan juga Kecamatan Bukit Raya,
alasan peneliti mengambil dari- beberapa 'daerah tersebut dikarenakan daerah
Kecamatan Bina Widya dan Kecamatan Tuah madani.merupakan Kecamatan
yang memiliki angka pengemis 52 Orang lebih besar dari pada di Kacamatan
Bukit Raya dan Kecamatan Sail yang dimana angka pengemis hanya 31 Orang.

Penertiban dan pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP, Dinas Sosial
dan Pemakaman belum berjalan dengan optimal. Ini dikarenakan penertiban yang
dilakukan hanya dilakukan dalam satu bulan tiga kali razia terhadap gelandangan
dan pengemis, dan itupun razia gabungan Dinsos dan Satpol PP. Hal ini lah yang
menyebabkan semakin merajalelanya gelandangan yang ada dipekanbaru untuk
melakukan aksinya dijalan-jalan Kota Pekanbaru. Pembinaan dari tinjak lanjut
razia, yang diberikan dari pihak Dinas sosial belum efektif dikarenakan tidak
adanya fasilitas tempat rehabilitasi untuk gelandangan ini. Dengan tidak adanya
tempat maka pembinaan yang dilakukan tidak efektif dan efisien.

Maraknya gelandangan dan pengemis yang ada dikota pekanbaru bukan
sepenuhnya penduduk tetap kota pekanbaru, melainkan mereka datang dari daerah
tetangga kota pekanbaru, seperti medan, Palembang, padang, bukit tinggi, aceh,
jambi. Disini bisa Kkita lihat, para gepeng masih berkeliaran bebas. Berarti

pegawasan yang dilakukan oleh pihak terkait belum efektif, gepeng masih saja
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merajalela mengemis di tempat-tempat umum. Untuk melihat razia gelandangan
dan pengemis penyaringan yang dilakukan pemerintah kota pekanbaru terhadap
gepeng yang berkeliaran di tempat umun dapat dilihat sebagai berikut;

Tabel 1.2 : Data-Penyandang.Masalah kesejahteraan Sesial (PMKS) Binaan
Shelter Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tahun

2018-2020.
No Tahun Pengemis
1 2018 57
2 2019 76
3 2020 83

Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 angka pengemis
ada di 57 orang sekota Pekanbaru dan mengalami Kenaikan pada tahun 2019, dan
kembali nalk angka pengemis pada tahun 2020, pengemis yang terjaring
banyaknya dari anak jalanan, dari data PMKS juga bahwa pengemis lebih banyak
dari pada pengamen, gelandangan serta ada anak punk, yang mana data penulis
peroleh tersebut adalah jumlah yang terjaring oleh dinas sosial dan pemakaman
kota pekanbaru serta satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dalam
melaksanakan monitoring  atau operasi kelapangan terhadap pengemis dan
selanjutnya dilakukan penindakan. Artinya menurut analisa penulis masih banyak
kemungkinan pengemis yang belum-terjaring oleh Dinas Sosial dan Pemakaman
kota pekanbaru beserta satuan polisi pamong praja kota pekanbaru.

Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2008 tidak memberikan efek jera
terhadap gelandangan dan pengemis, perda ini tidak menegaskan adanya
pemberian hukum/sanksi yang berat terhadap para pelaku pengemis yang telah

melangggar perda No. 12 tahun 2008, hal ini bisa dilihat saat para pengemis di
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razia mereka hanya diberikan pembinaan dan sosialisasi saja dan setelah di
pulangkan atau di perbolehkan pulang, maka pengemis ini Hal ini lah yang
membuat semakin maraknya gelandangan yang ada di kota Pekanbaru. Pada hal
jika melanggar aturan pasal 3:dan pasal 4 dalam Peraturan-kembali menjalankan
kegiatannya sebagai gelandangan dan pengemis. Peraturan Derah ini diancam
dengan pidana kurungan paling: 1ama: 3-(tiga) .bulan dan / atau denda paling
banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan juga masyarakat yang
memberikan sumbangan terhadap para gelandangan dan pengemis, tapi dalam
realisasinya tidak ada diberlakukan sanksi tersebut. Masyarakat yang merupakan
komponen penting dalam usaha ketertiban sosial harus mengetahui kedudukan
dan fungsi didalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 dan keputusan dinas
sosial. Masyarakat yang merasa kasian dengan gembel dan pengemis cenderung
memilih memberikan sebagian uangnya untuk gepeng. Pada hal peraturan daerah
sudah menjelaskan jangan biasakan gepeng mendapatkan uang dari kita. Itu sama
saja mendukung profesi mereka. Lagi pula ada peraturan daerah yang melarang
dan sanksi yang di berikan kepada yang memberikan uang kepada gepeng akan
didenda sebesar 50 juta jika kedapatan distempat umum. Intinya bukan besaran
denda tapi bagaimana kebiasaan sedekah.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08
Tahun 2012 Tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang
masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial Pasal 1

ayat (7) “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,
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spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”

Ketertiban sosial (social order) tercipta bilamana kegiatan biasa orang
berlansung dengan menyenangkan dan dapat di ramalkan pada masyarakat
sederhana, sosialisasi menciptakan ketertiban sosial dengan cara mempersiapkan
orang agar bersedia berperilaku,sebagaimana yang diharapkan, dan tekanan sosial
(sosial preasure) memberikan Iimbalan berupa penerimaan dan pengakuan
bilamana orang yang berperilaku seperti yang di harapkan.

Perlu diketahui bahwa setiap masyarakat menginginkan kehidupan yang
tentram, damai, dan teratur. Dengan itulah masyarakat perlu suatu sistem untuk
mengatur semua perilaku yang menjadi tujuan tersebut. Dalam hal ini, masyarakat
perlu ada pengendalian sosial. pengendalian sosial sering diartikan sebagai proses
pengawasan dari suatu kelempok terhadap kelompok lain“dan mengajarkan,
membujuk, atau memaksa individu atau maupun kelompok sebagai bagian dari
masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Ketertiban Sosial, Pada pasal'l poin(13) dijelaskan bahwa : “Ketertiban
Sosial adalah keadaan ketentraman sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai
tatanan agama dan budaya yang berlaku, dimana pemerintahan dan masyarakat
dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram.”

Sasaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Ketertiban Sosial tersebut adalah penyandang masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS). Berdasarkan pasal 1 angka (12) Peraturan daerah Kota Pekanbaru
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Nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial disebutkan bahwa “Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perorangan, keluarga atau

kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan

AKS) terdiri

22V

=l
4
r

. Korban trafficking
19. Korban tindak kekerasan

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)

21. Korban bencana alam

22. Korban bencana sosial

23. Perempuan rawan sosial ekonomi

24. Fakir Miskin

25. Keluarga bermasalah sosial psikologis

26. Komunitas Adat Terpencil

Sumber :Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012
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Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 Tentang
Ketertiban Sosial Bab 111 Larangan Pasal 3 :

1. Dilarang melakukan pengemisan didepan umum dan di tempat umum dijalan
raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah danjembatan penyeberangan.

2. Dilarang_bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau
barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau,
persimpangan lampu merah «dan’ jembatan, penyeberangan atau di tempat-
tempat umum.

3. Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian ditempat umum dijalan raya, jalur
hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan.

Untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan Pemerintahan Daerah maka
dibutuhkan satuan dinas-dinas daerah yang bertugas melaksanakan tugas sesuai
fungsinya serta dibentuk peraturan daerah.o(perda) yang hirarkis dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan di indonesia untuk mengkoordinir
pelaksanaan kebijakan-kebijakan daerah.

Terkait permasalahan sosial di kota pekanbaru yaitu maraknya keberadaan
gelandangan dan "pengemis pemerintah daerah membentuk Dinas Sosial dan
pemakaman yang mengakomodir permasalahan Gelandangan dan Pengemis
berdasarkan kebijakan yang di“buat oleh pemerintah kota pekanbaru adalah
dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008
tentang Ketertiban Sosial. Adapun alasan dikeluarkannya Perda No 12 tahun 2008
ini adalah untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan di kota pekanbaru.

Terlihat ada peningkatan pengemis yang dimana belum bisa dikatakan

sudah teratasi oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam

mengatasi pengemis di Kota Pekanbaru maka daari itu pengemis harus diatasi
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oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Berdasarkan latar belakang
diatas ditemukan beberapa indikasi atau fenomena yang terkait dengan bagaimana

Peran Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Pengemis

berikan uangnya
dengan pengemis

k pengemis, hal ini

sosial harus mengetahui aturan yang berlaku.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peran Dinas

Sosial Dan Pemakaman Dalam Mengatasi Pengemis Di Kota Pekanbaru ?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

akat umumnya dan

s Sosial dan
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STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep

lIm
bagaimana ¢ utan pada saat
dibutuhkan, ja dut bagaimana

ah ia menerima

Pemerintah

Kewenangan, kewajiban dan ta

Hubungan pemerintah

Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan

kewenangan, menunaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawab

Bagaimana membentuk pemerintahanyang demikian itu

8. Bagaiman menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban dan memenuhi
tanggung jawabnya

9. Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang
diperintah dan perubahan zaman, (Ndraha 2011

g Jawab peminta

o gk~ wbdpE

~
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Pemerintahan adalah suatu ilmu seni. Dikatakan sebagai seni karena
berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan
mampu berkiat dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan sedangkan
dikatakan sebagai« suatu" disiplin_ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi
syarat-syarat Yyaitu dapat/dipelajari dan diajarkan, memiliki objek material
maupun formal, universal sifatnya; sistematis serta spesifik (khas), (Syafiie 2001 :
18).

Menurut D.G.A Van Poelje lImu Pemerintahan mengajarkan bagaimana
dinas umum disusun dan di pimpin dengan sebaik-baiknya, (Dalam Syafiie 2001 :
20). Sedangkan Menurut U. Rosenthal limu Pemerintahan adalah ilmu yang
mengeluti studi-tentang penunjukan cara kerja kendala dan keluar struktur dalam
proses pemerintahan yang umum, (Syafiie 2001 : 20).

Pemerintahan adalah-suatu organ yang berwenang memperoses pelayanan
public dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui
hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan
menerimanya pada “saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harfan) yang
diperintah. Dalam hubungan itu bahwa warga Negara asing atau siapa saja yang
pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia berhak menerima
layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayankannya (Ndraha 2011 : 6).

Dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan
kepada UUD 1945 istilah pemerintah pertama-tama ditentukan dalam alenia ke
empat. Pemerintah dalam hal ini adalah segenap alat perlengkapan Negara atau

lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan
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Nasional. Pemerintah dalam arti luas menurut pengertian ini telah mendapatkan

penataan melalui UUD 1945, pemerintah dalam hal ini adalah bagian dari bangsa

Indonesia.

“pemerintaha
adalah kare bersangkutan,

sedangkan : 1 bera rintahan itu sendiri

arti lembaga

sedangkan

melindungi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Sedangkan yang disebut
dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan pelindung kebutuhan dan
kepentingan masyarakat.

Syafiie (2011 : 10) menyimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok

orang-orang tertentu secara baik dan benar serta sudah melakukan sesuatu atau
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tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, antara departemen dan unit
dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Menurut Rasyid (dalam Labolo 2008) dalam Pemerintahan Modern Rasyid
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Desentralisasi adalah azas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri.

Kemudian Smith (dalam Yusoff dan Yusran 2007 : 33) melihat bahwa

Desentralisasi sebagai penurunan kewenangan dari kantor pusat di ibu kota negara

kepada kantor di ibu kota provinsi. Sejalan dengan itu, Edmond mendefenisikan
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Desentralisasi sebagai proses dimana kewenangan pembuatan keputusan yang

bersifat keuangan dan administrasi diserahkan kepada unit subnasional atau unit —

unit pemerintah pusat.

a Edmond tersebut,

d alli .“
Wﬁ%“ ., )esentralisasi

bukan pe

Ke 3 : Si . tersebut maka
diadakanlah Of i Dae '-"-" ' artin '1;'_ : perikan hak dan
wewenang Serta gan unt en " : : 5 mah tangganya

sendiri sesua

lebih rendah (pemerintah lokal) merupakan perbedaan terpenting antara konsep
desentralisasi dan sentralisasi.
4. Konsep Organisasi

Menurut James D. Mooney (Dalam Hasibuan 2014) organisasi adalah
setiap bentuk berserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan

Pradujudi (Dalam Hasibuan 2014) Organisasi adalah struktur tata pembagian
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kerja dan tata hubungan kerja antara kelompok orang pemegang posisi yang
bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu.
Aspek-aspek penting dri definisi-definisi di atas adalah:

Adanya tujuan.tertentu yang.ingin dicapai

Adanya system Kerja sama yang terstruktur dari sekelompok orang
Adanya pembagian kerja dan hubungan kerja antara sesame karyawan.
Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan yang terintegrasi
Adanya keterikatan formal dan tata tertib yang harus di taati

Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas

Adanya unsur-unsur dan alat-alat organisasi

Adanya penempatan orang-orang dan alat-alat organisasi.

NGO wDdE

Arnard (Dalam Thoha, 2011 : 167) menyatakan bahwa organisasi itu
adalah suatu system kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi secara sadar, atau suatu
kekuatan dari-dua manusia atau lebih. Sutarto (Dalam Torang, 2013 : 25) bahwa
organisasi adalah perbuatan atau proses yang menghimpun atau mengatur
kelompok-kelompok yang’saing berhubungan dari bagian menjadi suatu
keseluruhan yang bekerja.

Menurut Zulkifli (2005 : 74) bahwa konsep organisasi sebagai wadah
pelaksanaan kerjasama,  dan ‘mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas,
penunjukan staf pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka
upaya pencapaian organisasi.

5. Konsep Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi,
psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi
maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa

digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dala teater harus bermain
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sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk
berprilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan

posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.

001), yaitu

peran 1pé i g seseorang

alankan suatu
peranan. bagai macam
karakteristik da aksanaka : g jawab yang
telah diberi

dibagi menjadi

elompok karena

seperti pengurus,

kelompok itu sendiri.
3. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana
anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi —

fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.
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Kemudian Levinson dalam Soekanto (2001) mengatakan peranan
mencakup tiga hal, antara lain:

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat

c. Peranan juge : akan sebaga ( ting bagi

struktur

6. Konsep

Me sosial adalah suatu

bertujuan untuk

mengajak, me N meme arakat agar mematuhi

nilai-nilai dan kaid : &

Menurut Robk Qa
W

Mengartikan pengendalian seb

Amirullah 2015 : 191)
0ses memantau kegiatan-kegiatan
untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah
direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Sebuah
sistem pengendalian yang efektif menjamin kegiatan-kegiatan diselesaikan
dengan cara-cara yang membawa pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
Stoner, Freeman, dan Gilbert 1996 (dalam Amirullah 2018 : 192)

Mendefenisikan pengendalian manajemen sebagai suatu proses untuk memastikan
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bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang telah direncanakan. Dan
Robert J.Mokler (dalam Amirullah 2018 : 192). Pengendalian didefenisikan

sebagai suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran

penyimpanga ignifikasi impa mengambil

tindakan aikan ya To mi ‘g sumber daya

dalam penge

a. Menetap
b. Menguku
c. Memband
d. Mengambi
B. Jenis-Jenis

yaitu:

Mengadakan inspeksi

Wawancara atau laporan lisan

Laporan tertulis, dan

Pengendalian dilaksanakan jika ada penyimpangan yang mencolok
(Sabardi, 2008 217).

o0 oTw

Sementara itu di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor
31 tahun 1980 (31/1980) Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

terdapat tiga usaha utama :
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a. Preventif adalah usaha secara teroganisir yang meliputi penyuluhan dan
bimbingan sosial, pembinaan sosial, bantuan sosial, perluasan kesempatan
kerja, pemukiman lokal, dan peningkatan derajat kesehatan. Usaha preventif
bertujuan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam
masyarakat.

b. Refresif adalah.usaha-usaha yang teroganisir; baik melalui lembaga ataupun
bukan lembaga meliputi : razia, penampungan sementara untuk diseleksi dan
pelimpahan. Usaha represif ini bertujuan untuk mengurangi dan atau
meniadakan gelandangan dan pengemis.

c. Rehabilitatif adalah usaha-usaha “'yang‘ teroganisir meliputi usaha-usaha
penampungan, selekst, penyantunan, penyaluran {dan tindak. lanjut. Usaha
rehabilitatif ‘ini bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali
sebagai warga masyarakat

7. Konsep Pemberdayaan

Menurut Parsons, et.al. (dalam Suharto 2010.: 58-59) pemeberdayaan
adalan suatu -bentuk proses dengan mana oarang-orang bisa terlibat serta
berpatisipasi dalam berbagai bentuk pengawasan maupun pengontrolan serta hal-
hal yang akan terjadi mempengaruhi keperibadiannya. Pemberdayaan merupakan
sutau proses penekanan kepada kepribadian seseorang untuk mampu mewujudkan
sebuah keterampilan dan keahlian yang dapat mempengaruhi perhatian di wilayah
ia tinggal atau di lingkungan tempat ia tinggal.

Lain hal pengertian dari pendapat Swift dan Levin mereka memberikan
pengertain (dalam Suharto 2010 : 59) bahwa peberdayaan bagaimana bentuk
usaha uantuk mendapatkan kekuasaan kembalai dengan cara tertentu.

Sedangkan menurut Kieffer (dalam Suharto 2010 : 63) pemberdayaan
mencakup tiga demensi yang meliputi Kkopetensi kerakyatan, kemapuan

sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif.
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Berbeda dengan Parsons, etal ia juga mengajukan tiga demensi
pemberdayaan (dalam Suharto 2010 : 63) demensi pertama Sebuah proses

pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian

sesar. Demensi kedua

proses dimana
ontrol ataupun

I seseorang

bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan
perawatan kesehatan. Pengertian ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai
tujuan dari suatu kegiatan pembangunan (Suharto, 2005). Pengertian ini sama
dengan pemikiran Midgley (2004), bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu

keadaan kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

30

dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat dipenuhi dan ketika
kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut, diperlukan

manusia, 1 : ia A M #, uat institusi-
institusi s

dalam me

80 menyatakan

SNANAANG

Jhasilan dengan

alasan untuk

2006).

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup tidak layak yang kondisinya
bertentangan dengan aturan masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat
tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat
ke tempat yang lain. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan

uang dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasasan
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agar mendapatkan belas kasihan dari orang lain. (Jurnal. Prosiding KS: Riset &
PKM. Vol.3 No.1 Hal.1-154)

Selain itu, pengertian lain dari gelandangan dan pengemis (gepeng) adalah,

t‘i\f""

lain tanp nah, n Pengemis
faeY
adalah seseora gal atau hal

b. Faktor Internal, antara lain :
1. Kurang bekal pendidikan dan keterampilan
2. Rasa rendah diri, rasa kurang percaya diri, kurang siap untuk hidup di kota

besar sakit jiwa, cacat tubuh (Effendi 2004 : 114).



B. Penelitian Terdahulu

TABEL I1.1 : Pendekatan Jurnal Penelitian Terdahulu

32

Dilihat dari pendekatan melalui peneliti sebelumnya (jurnal) diantaranya :

No Nama Judul Jurnal Persamaan Perbedaan
Peneliti
1 2 3 4 5
1 Hafiz Tanggung Jawab Sama-sama Peneliti
Sutrisno, Dinas-Sosial Dan meneliti sebelumnya
Fakultas Pemakaman Kota permasalahan meneliti
Hukum Pekanbaru Terhadap tentang tanggung jawab
Universitas Pembinaan gelandangan dan Dinas Sosial.
Pahlawan Gelandangan Dan pengemis di Kota
Tuanku Pengemis (Gepeng) Pekanbaru
Tambusai Di Kota Pekanbaru

2 Andika. Pengendalian Sosial Sama-sama Peneliti
Universitas Gelandangan dan meneliti seblumnya
Islam Riau Pengemis Dalam permasalahan meneliti

Rangka Menciptakan tentang pengendalian
Ketertiban Sosial gelandangan dan sosial
Oleh Pemerintah pengemis di Kota | gelandangan di
Kota Pekanbaru Pekanbaru, Dinas Sosial.

Penggunaan teori
pengendalian sosial
yang sama.

3 Jonathan Implementasi Penggunaan teori Peneliti
Tribuwono, Kebijakan pengendalian sosial terdahulu
Universitas Pembinaan Anak yang sama. menggunakan
Hasanuddin Jalanan, implementasi

Gelandangan Dan untuk
Pengamen Di Kota mengetahui
Makassar (Studi hasil dari
Kasus Pada Dinas kebijakan dinas
Sosial) sosial.

Sumber : Olahan Penulis 2020
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C. Kerangka Pikir

Gambar Il. 1 : Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam
Mengatasi Pengemis Di Kota Pekanbaru

tujuan-tujuan-tujuan dan rencana rencana organisasi dapat terlaksana dengan

baik.

2. Pengendalian Sosial adalah segenap cara dan proses pengawasan yang
direncanakan atau tidak disrencanakan yang bertujuan mengajak, mendidik,
atau bahkan memaksa warga masyarakat agar memenuhi norma dan nilai

yang berlaku.
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Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun
2008 tentang Ketertiban Sosial.

Gelandangan adalah orang yang hidup dengan keadaan tidak sesuai dengan

A\

pekanb

Rule /

ANy
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E. Operasionalisasi Variable

Tabel. I1. 2 : Operasional Variabel Pedoman Pelaksanaan Dalam Peran
Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Pengemis
Di Kota Pekanbaru

Sub Indikator

masyaraki
dalam arti
rangkaian
peraturan
membimb
dalam keh
bermasyara
b. Peranan
suatu konse
yang dapat @
oleh individ

masyarakat sebaga | _
organisasi. eningkatkan

u Masyarakat.

nya Pembinaan

Kepedulian Dalam
Mengatasi

penting bagi struktur Pengemis.

sosial masyarakat. b. Bermasyarakat.

Levinson dalam Soekanto
(2009 : 213)

Sumber : Olahan Penulis 2020
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BAB IlI

METODE PENELTIAN

A. Tipe Penelitian

pendekatan Kua aksudka 2 gambaran secara
sistematis, f al, da +' r I. 3 kondisi pada masa
sekarang se

B. Lokasi P

dalam Pemerintahan. Untuk memperolehnya data primer, lokasi penelitian
dilakukan di Kota Pekanbaru.
Penetapan situs penelitian ini adalah Kantor Dinas Sosial Dan Pemakaman

Kota Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Parit Indah, Kecamatan Bukit Raya.

36
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C. Key Informan dan Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, informan mereka yang terlibat

langsung dalam interaksi sosial sebagai sumber yang akan menjelaskan

bagaimana fenome hbagaimana ijelas pada BAB Pendahuluan, dan
Key Infa masi pokok
maka peneliti 1
Tabel : 11 !,

No ek Ket

1.

LR BRI

N
. [“a

.:i‘; :
rﬁ, O
[r— e r...
———

yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:
a. Data Primer
Data yang diperoleh dari hasil observasi dari wawancara kepada
responden. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang
berhubungan dengan Peran Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Dalam Mengatasi Pengemis Di Kota Pekanbaru.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

38

b. Data Sekunder
Data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang

bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi,

dan data pe

1. Observa itu pe 3 an pengamatan

melihat dokumen-dokumen atau arsip dan mengambil gambar-gambar dari
dokumen yang terdapat di tempat penelitian yang ada dan berkaitan dengan

penelitian ini.
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F. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat
uraian dan hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yng diperoleh akan
dianalisis secara kualitatif serta.uraian dalam bentuk deskriptif.
G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan, penelitian-yang, penulis lakukan dapat diihat pada
tabel dibawah ini:

Tabel 111. 2 ;' Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peran Dinas
Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Pengemis Di
Kota Pekanbaru.

Tahun 2020 /bulan/Minggu

No| Jenisiediatan November|Desember| Januari | Februari | Maret

11213/4|1]2/3/4]1/2V/3]4|1,2|3/4/1/2/3/4

Penyusunan UP

Seminar UP

Revisi UP

AW -

Rekomendasi
survey.

Survei lapangan

| O1

Analisis Data

Penyusunan
Laporan Hasil
Penelitian Skripsi

8 | Konsultasi Revisi
Skripsi

Ujian
Komprehensif
Skripsi
10 Revisi Skripsi
11 Pengadaan
Skripsi
Olahan ; Penulis 2020
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

berbatasan atasan dengan

Kabupaten engan Kabupaten

Bengkalis.

Secara umum Q““ remilik etinggian 5-50 m dari

permukaan laut.Sebagian wilays dari daratan rendah yang ratarata O-
2% dan sebagian kecil bergelombang 2-40%.Daratan rendah sebagian besar
berada pada bagian selatan Sungai Siak dan sebagian yang bergelombang terletak
pada bagian utara dan sebagian kecil di bagian selatan Sungai Siak dengan
ketinggian 5-11 m dari permukaan laut.

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan™ yang pada

saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya
40
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sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan.Kemudian perkampungan
Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun
Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.Nama Payung Sekaki tidak
begitu dikenal pada masanya..melainkan Senapelan.Perkembangan Senapelan
berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura.Semenjak
Sultan Abdul Jalil Alamudin -Syah ‘mengtap; di. Senapelan, beliau membangun
istananya © «di Kampung  Bukit  berdekatan ~ dengan * perkampungan
Senapelan.Diperkirakan Istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya
sekarang.Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat
Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang.Usaha yang telah dirintis tersebut
kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru
yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah
1204 H atau tanggal 23 Juni~1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat
suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti
namanya menjadi “Pekan Baharu™ selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota
Pekanbaru. Mulai saat. itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai
populer sebutan "Pekan "Baharu®, ‘yang..dalam bahasa sehari-hari disebut
Pekanbaru.

Penduduk Kota Pekanbaru besifat hetrogen dengan latar belakang etnis,
adat istadat, agama, pendidikan, pekerjaan serta sosial budaya yang berbeda. Dari
segi etnis, Kota Pekanbaru terdiri dari penduduk multi etnis. Kota ini dihuni oleh
etnis Melayu, Minang, Batak, Jawa, Banjar, Bugis dan cina serta kelompok etnis

lainnya yang jumlahnya tidak terlalu besar. Namun demikian etnis Melayu
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merupakan jumlah terbesar dan secara kebudayaan dominan. Hal ini karena
kelompok etnis Melayu merupakan etnis asli daerah Riau, sedangkan kelompok
etnis lainnya merupakan imigran yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Heterogenitas penduduk-cukup mewarnai kehidupan-sosial penduduk Kota
Pekanbaru. Interaksi antar kelompok etnis yang berbeda pada hakekatnya relatif
punya jarak sosial tertentu. Namun demikian; struktur sosialnya di dukung oleh
norma-norma agama dan adat. Meski kedua norma tersebut mempunyai kekuatan
yang berbeda dalam mengikat anggota masyarakatnya, norma agama, terutama
norma agama Islam yang banyak dianut oleh anggota masyarakat cukup dapat
mempertautkan jarak sosial karena perbedaan etnis tersebut.

Stratifikasi masyarakat Kota Pekanbaru pada dasarnya bersifat terbuka,
dimana semua mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki suatu posisi
atau struktur sesial yang lebih tinggi. Biasanya Strafikasi ditentukan oleh sesuatu
yang dihargal. Keadaan seperti ini. dapat dimengerti karena heterogenitas
penduduknya baik dari aspek latar belakang pendidikan, etnis, pekerjaan, usaha
dan jasa yang dilakukannya.

Dalam masyarakat Kota Pekanbaru.sekurang-kurangnya ada tiga bentuk
pelapisan yang muncul kepermukaan vyaitu berdasarkan tingkat ekonomi,
pendidikan dan jabatan yang diduduki seseorang. Dari ketiga lapisan itu, terlihat
aspek ekonomi mendapat tempat yang ketika melihatKota Pekanbaru sebagai
Kota Minyak dan perdagangan yang sedang mengeliat untuk memacu segala

ketinggian dalam bidang dunia Industrialisasi.
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Pekanbaru yang sedang bekerja keras untuk menjadi Kota Industri,
perdagangan dan jasa.Tidak heran kalau ditemukan berbagai bangunan baru yang
diperuntukan sebagai perkantoran, usaha retail lebih menonjol dibandingkan
dengan dua aspek: lainnya.Penilaian masyarakat yang demikian dapat dipahami
dan hotel-hotel yang indah bak pencakar langit.Di samping itu berdiri pula, mall,
fese food, Cafe sebagai tempat: masyarakatsberbelanja yang sudah bertebaran
dibeberapa kawasan di“Kota Pekanbaru. Namun demikian hal-hal di atas akan
melahirkan berbagai masalah sosial yang akan menimbulkan kerawanan di dalam
masyarakat yang baru saja mengalami krisis moneter. Semua itu membawa
pengaruh di dalam kehidupan sosial.

Pada era reformasi membawa angin segar bagi masyarakat Riau pada
umumnya dan Kota Pekanbaru khususnya. Era dimana masyarakat Riau mulai
bisa bersuara atau menyuarakan keinginan dan, aspirasinya.~Melalui kelompok-
kelompok reformasi serta kalangan intelektual Riau, masyarakat Riau mulai
menuntut pembagian hasil kekayaan alamnya atau pertimbangan keuangan antara
pusat dan daerah, 10 % hasil minyak Riau untuk dapat dimanfaatkan guna
pembangunan Riau. Sejak otonomi daerah.dilancarkan dan adanya perimbangan
keuangan tersebut, denyut pembangunan mulai dapat dirasakan, termasuk
pembagunan Kota Pekanbaru sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Riau.

Masyarakat Riau pada umumnya dan Pekanbaru khususnya bisa
berbangga diri ketika pemerintah pusat memberikan otonomi kepada
pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang di jabarkan melalui

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah,
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. dan
Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah telah mendatangkan berkah yang luar biasa bagi

sektor. Selain
hubungan teknis

melaksanakan

tentunya pembangunan di segala bidang yang direncanakan tidak akan dapat
tercapai sesuai dengan apa yang telah digariskan.

Pekanbaru memiliki visi, Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparat
penyelenggara pemerintah Kota Pekanbaru menuju tahun 2020 adalah

"Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan
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serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang
Berlandaskan Iman dan Tagwa".

Visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut:Pusat
Perdagangan dan<Jasa, menggambarkan keadaan masyarakat Kota Pekanbaru
yang diinginkan dalam decade 20 tahun kedepan Pemerintah Kota Pekanbaru
dengan dukungan masyarakatnya: yang- dinamis,akan selalu berusaha semaksimal
mungkin untuk dapat mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi pusat perdagangan
dan jasa di kawasan Sumatera.

Pusat Pendidikan, pemerintah Kota Pekanbaru kedepan akan selalu
berusaha untuk memberdayakan masyarakatnya agar dapat berperan serta secara
aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rnagka menciptakan
pembangunan manusia seutuhnya. Pemberdayaan sumber daya manusia lebih
diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan non-
formal dibidang keahlian dan kejuruan yang terpadu diikuti dengan upaya
penyiapan sarana dan prasarana pra pendidikan sampai perguruan tinggi. Dengan
langkah tersebut sangat diharapkan dalam decade. 20 tahun kedepan di Kota
Pekanbaru akan dapat tersedia sarana pendidikan yang lengkap dan unggul.Pusat
Kebudayaan Melayu merupakan refleksi dari peradaban tatanan nilai-nilai budaya
luhur masyarakat Kota Pekanbaru yang mantap dalam mempertahankan,
melestarikan, menghayati, mengamalkan serta menumbuhkembangkan budaya
Melayu. Kehendak menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat kebudayaan
Melayu antara lain akan diarahkan kepada tampilnya identitas fisik bangunan

yang mencerminkan kepribadian daerah, adanya kawasan beridentitas adat
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Melayu serta makin mantapnya kehidupan adapt yang digali dari nilai-nilai luhur
Melayu.

Masyarakat Sejahtera merupakan salah satu tujuan kehidupan masyarakat

masih ingin kembali menjajah Negara Republik Indonesia, terjadilah peperangan
antara belanda dengan TNI, banyak rakyat yang mengungsi dan terjadi kekacauan
disana-sini.Untuk membentuk ABRI maka diperlukan suatu lembaga atau

instansi- instansi maka berdirilah lembaga yang disebut inspeksi sosial mulai dari

pusat sampai kedaerah.Pada tahun 1950 inspeksi social ditukat dengan jawatan
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social yang tugas pokoknya di sesuaikan dengan UUD 1945 pasal 34, yaitu fakir
miskin dan orang terlantar dipelihara oleh Negara.

Pada tahun 1974 jawatan Sosial diganti dengan Departemen Sosial R.I,

yaitu K.H, Abd tingkat pusat

Departeme teraan Sosial

Nasional ( artemen Sosial

AN

SheNa
g
'Q_J'_
%
3
3

kedudukan dan tugas pokok Dinas—dinas dilingkungan Pemerintahan Kota
Pekanbaru.

Visi Dinas sosial dan Pemakaman Kota pekanbaru adalah sebagai berikut
“Terwujudnya Kesejahteraan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

yang didukung oleh sumber daya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan peran

Masyarakat serta Pemakaman yang bersih, tertib dan indah”.
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Dari visi diatas dirumuskan misi sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS.

b. Mengembangkan system jaminan sosial bagi PMKS secara berkelanjutan.

0 memenuhi kebutuhan

\\'\\F""ill “,

Sosial dan pemakaman yang ditetapkan oleh WaliKota Pekanbaru.

a. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis
kesejahteraan Sosial di kota Pekanbaru.

b. Melakukan Pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha

Kesejahteraan Sosial dikota Pekanbaru.
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c. Pelaksanaan Pembinaan, pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan
kepada klienuntuk usaha kesejahteraan Sosial.

d. Melakukan Pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klien yang

’

¥
“
o
s

: “i

Berdasarkan Pendidikan. Dinas sosial dan pemakaman Kota Pekanbaru ditinjau
dari segi Pendidikan Kepegawaian, jumlah Pegawai yang Mengelola Dinas Sosial
dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebanyak 45 orang pegawai yang terdiri dari
Kepala dinas 1 (satu) orang. Sekretaris 1 (satu) 12 orang.Kepala bidang 4 (empat
Jorang.Kepala Seksi 15(lima belas)orang, staf 25 orang (dua puluh lima) orang

yang dilatar belakangi dari berbagai ilmu yang berbeda.
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C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota

Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugas,dinas sosial dan pemakaman Kota Pekanbaru

dilingkungan dinas. .
ilingku [ . ““‘

4) Mengkoordinasikan,memb an dan merumuskan pedoman dan
petunjuk  administrasi,keuangan,kepegawaian,tata  persuratan,perlengkapan
umum dan rumah tangga dilingkungan dinas.

5) Mewakili kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada

ditempat.

6) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan subbagian- subbagian.
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7) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat
dinas,upacara serta keprotokolan.

8) Mengkoordnasikan,membina, merumuskan,laporan tahunan dan evaluasi

b. Bidang z >mber as-sebagai berikut:
1) Penyu
2) Pembinas , : *.: imbi A 4 endalian program
pelayanan

3) Pengko ian in\ - 2 sejahteran Sosial

dan fungsi:
a) Penyusunan program kerja.
b) Pelaksanaan Kegiatan bimbingan Sosial dan pelatihan keterampilan.
c) Perluasan jangkauan pelayanan bayi/anak
d) Pembinaan kesejahteraan anak
e) Pendataan terhadap anakterlantar, anak jalanan, keluarga muda miskin, lanjut

usia/jompo terlantar.
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f) Pelaksanaan tugas—tugas lain.
b. Seksi pemberdayaan keluarga miskin.

Mempunyai tugas sebagai berikut:

d) Penge
dibidang
e) Penginnentarisasia  dah’ mens tunjuk pemecahan

masalah.

d) Pemberian izin operasional Orsos / LSM/ yayasan,panti Sosial, Kelompok
Bermain dan Taman Penitipan anak.

e) Pengembangan system organisasi sosial.

f) Peningkatan penyuluhan sosial kepada masyarakat.

g) Pengembangan forum komunikasi.

h) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan,pembinaan terhadap Orsos.
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i) Penyuluhan dan bimbingan sosial.
J) Pembinaan fungsi sosial wanita

k) Pembinaan pekerja sosial masyarakat.

sebagai be
a. Kepala

b. Sekretar

a) Seksi Rehabilitasi Anak nakal, Eks korban Napza dan Hukuman.
b) Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Penyandang Cacat.
c) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.

e. Bidang Bantuan Sosial.

a) Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana.

b) Seksi HAM, Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan.
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c) Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Pengumpulan dana Sosial.

f. Bidang Pemakaman.

a) Seksi Registrasi, Penyiapan Lahan dan Perlengkapan.

Gambar ) Pemakaman Kota
Pekanbar

Bidang Pemberdayaan
Sosial dan Penanganan
Fakir Miskin
Drs. H. Zulnawirawan,

M.Si dr. Hariya Deatzy
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Karakteristik Key Informan dan Informan

Deskripsi identi ey informan dan inform erupakan identitas yang

memberikan

informan
jabatan/kete

Tabel. V.1
No

ota Pekanbaru

Dian Perma pala Bidang Rehabilitasi
2. | Indah, ' ‘;‘ as Sosial dan

amaj Kota Pekanbaru)

E..

4. | Rudiansyah Masyarakat
5. | Hendri Putra Masyarakat
6. | Sabarudi LIZIIE: 21 SMA Pengemis
7. Alfian LI:IIZ: 19 SMP Pengemis
8. Pe[:ri::ta Perempuan| 20 SMA Pengemis

Sumber: Olahan Peneliti Dari Hasil Wawancara Lapangan 2020
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Dari tabel di atas yang menjadi Key Informan dalam penelitian adalah
Bapak Dr. H. Idrus, M.Ag selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota
Pekanbaru. Dan yang menjadi Informan dalam penelitian adalah Ibu Dian
Permata Indah, S:E selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial dan
Pemakaman Kota Pekanbaru), Bapak Firmansyah Eka Putra, S.T. M,T. selaku
Kepala Dinas: Satuan Polisi. -Ramong Praja kota pekanbaru, dan Masyarakat
setempat serta Pengemis Kota Pekanbaru dengan adanya Informan di atas
merupakan acuan upaya Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru
dalam mengurangi angka Pengemis yang berkeliaran di Kota Pekanbaru.

Dengan beberapa informan dan satu key informan yang telah disebutkan
oleh peneliti di* atas, Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru
sebagai key informan merupan responden yang dianggap oleh peneliti mampu
memberikan segala informasi dan jawaban yang dibutuhkan-oleh peneliti sesuali
dengan indikator peneliti gunakan, dan lbu Dian Permata Indah, S.E selaku
Kepala Bidang  Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial dan Pemakaman Kota
Pekanbaru), juga merupakan hal penting untuk memberikan informasi berkaitan
dengan penelitian ini. Ibu Dian Permata Indah, S.E menjadi peran penting arah
sosialisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan mengetahui segala
permasalahan pengemis yang berkeliaran, demikian juga dalam informan
penelitian ini agar mampu memberikan temuan mengatasi pengemis dan
menurunkan indeks pengemis di Kota Pekanbaru.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Peran Dinas Sosial dan

Pemakaman Dalam Mengatasi Pengemis Di Kota Pekanbaru.
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Dalam pembahasan ini, akan diuraikan hasil penelitian tentang Peran
Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam Mengatasi Pengemis Kota
Pekanbaru. Penelitian ini memfokuskan pada tingkat pengemis yang berkeliaran
tekhusus Kota Pekanbaru. Tingkat pengrmis.di-lbukota Provinsi Riau yaitu Kota
Pekanbaru berada di urutan nomor 1 di Provinsi Riau. Peneliti mendapatkan data
dari hasil Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Wawancara yang dilakukan
oleh peneliti adalah dengan mewawancarai beberapa responden di antaranya yaitu
Bapak Dr. H. Idrus, M.Ag selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota
Pekanbaru, Ibu Dian Permata Indah, S.E selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
(Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru), dan Masyarakat Kota Pekanbaru.

Dalam.~menurunkan angka pengemis di Kota Peanbaru tentu perlu
formulasi tepat saran dan Peran tahapan sosialisasi yang efektif dan efisien agar
tujuan Peran digunakan tepat,pada tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Agar
tujuan Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tepat pada sasaran
tentu perlu koordinasi stackholder atau pemangku jabatan seperti pemerintah
daerah Kota Pekanbaru, Satpol PP dan konsolidasi kelompok-kelompok
masyarakat agar bekerja sama.

Pada penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, data yang
didapatkan berasal dari wawancara yang telah dipilih sesuai dengan Kkriteria
peneliti yang dianggap bisa mewakili dari penelitian yang diangkat. Narasumber
yang dipilih adalah orang yang mengetahui dan terlibat tentang Peran Dinas
Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menekankan angka pengemis di

Kota Pekanbaru. Dimana terdapat 1 Key Infoman dan beberapa Informan.
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Hasil observasi dan wawancara merupakan data primer dalam penelitian
ini, kemudian data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumentasi yang

terdapat pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Pengemis,

1. Norma
2. Personal
3. Struktur

1. Norma

Norma merupakan aturan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Baik bagi individu maupun kelompok yang melanggar norma-norma yang

berperilaku di masyarakat tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan.

Oleh karena itu norma memiliki kekuatan dan sifatnya memaksa. Pengawasan

adalah tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan,
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kesalahan, kegagalan, untuk demikian dilakukan perbaikan dan mencegah
terulang kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula menjaga pelaksaan agar

tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan. Selain itu juga melihat seberapa

harus dihinda ; ¢ ar . masyarakat.
Serta seba hidup ya £ : atu organisasi
yang mana pera itu di _- - -_ ; asyarakat dan organisasi,
jika mengga -

Den ila : engemis maka

apat mengatasi

Menanyakan apa aturan tentang mengatasi pengemis oleh Dinas Sosial dan
Pemakaman Kota Pekanbaru dalam mengetahui aturan yang sudah diterapkan

untuk mengatasi pengemis tersebut. Bapak Dr. H. Idrus, M.Ag mengatakan bahwa

“didalam Perpem No, 31 tahun 1980 sudah dijelaskan tentang
penanggulangan pengemis, pemerintah sudah berusaha membina

masyarakat yang tidak memiliki skil agar dapat di berdayakan, maka
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dari itu keluarlah perda No 12 tahun 2008 yang berisi ketertiban sosial,

dimana masyarakat tidak boleh mengemis di jalanan di rumah makan

serta ditempat umum yang bisa mengganggu publik.”

Bapak Dr. M.Ag juga menga adanya hambatan dalam

susah di bina, karna dia tidak ‘memiliki apa apa, sehingga kami
berusaha keras agar dapat merubah pengemis tersebut menjadi

mandiri dan bertahan hidup”.

Peneliti kemudian menanyakan apakah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota
Pekanbaru sudah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam

menjaring pengemis yang berkeliaran, 1bu Dian Permata Indah, S.E mengatakan :
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“kami di dinas sudah berkoordinasi dengan Satpol PP Kota
Pekanbaru, dimana pengemis di kota pekanbaru dapat di kurangi,
memang ada pengemis yang lari menyembunyikan diri, dan ada juga

beberapa pengemis yang merantau ke riau dapat kami pulangkan

2020 pukt ante ene pagaimana cara

satpol pp dala area 3 ka Putra, S.T.

gt""‘%‘%‘:

%“
-I‘-

Q)

pekanbaru,
biasanya ] banyak 15-

20 orang, ¢

yaitu Bapak Rudiansya ‘ Pekanbaru yang dilakukan
\ LI

pada Hari Rabu Tanggal 01 iti menanyakan dalam bentuk apa
bapak memberikan sumbangsih kepada pengemis, Bapak Rudiansyah mengatakan

bahwa:
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“saya memberikan duit 2ribuan sampai 10ribuan terkadang, terkadang
juga saya berikan snack roti ataupun makanan seperti nasi, air,

’

pakaian, yang bersifat primer kadang saya berikan.’

Peneliti mene hal yang sama p epada masyarakat Kota

emberikan duit
kepada pe k Hendri Putra
juga menga

[z ‘
saya

pengemis di Kota Pekanbaru, Bapak Sabarudi mengatakan bahwa:

“sulitnya mencari pekerjaan di Kota Pekanbaru, dan juga saya tidak

memiliki skill yang memadai, sehingga dikehidupan sayaa untuk

’

bertahan hidup ialah hanya bisa mengemis saja.’

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan, peraturan

tentang mengatasi pengemis tersebut dapat berjalan lancar jika anggaran serta
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pergerakan instansi tersebut bisa cepat tanggap, maka dari itu Dinas Sosial dan

Pemakaman Kota Pekanbaru berusaha keras menekan pengemis yang dapat dari

berbagai provinsi lain,

dalam prof : ke asyarkaat sering
memberika ehingga tidak a ke dunia kerja, hanya

tinggal me

'&'& ersatuan individu-individu

Q@“ s

sama. Suatu organisasi dikataka eberadaanya oleh masyarakat atau

ang sama atau tujuan yang

lingkungan sekitar karena memberi kontribusi tertentu dalam masyarakat dalam
lingkungan tersebut. Kemampuan memprediksi perilaku orang lain memberikan
kesempatan untuk membangun komunikasi yang baik, efektif dan efisien sehingga
mampu berfikir, bersifat dan bertindak tepat dalam komunikasi. Dengan

memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat dapat memberikan
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kemudahan dalam pengaduan apabila terjadi hal yang meresahkan masyarakat,
sehingga masyarakat tidak enggan dalam memberikan saran atau masukan.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan
Pemakaman Kota.Pekanbaru Bapak Dr. H. ldrus, M.Ag yang.dilakukan pada Hari
Selasa Tanggal 30 Juni 2020, apakah adanya pembinaan terhadap pengemis
tersebut, bapak Idrus mengatakan:bahwa ;

“sudah ada pembinaan di Masyarakat Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial sebagai mana pengemis juga termasuk di dalam
PMKS, pembinaan inilah bertujuan untuk mengembangkat bakat yang
ada di pengemis tersebut, dan diberi modal agar usahanya berjalan.”

Dikesempatan yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan

Kepala Bidang Rehabilitasi..Sosial (Dinas..Sosial ‘dan Pemakaman Kota
Pekanbaru) dengan mengajukan pertanyaan yang sama pula. lbu Dian Permata

Indah, S.E mengatakan bahwa:

“pembinaan yang kami berikan yaitu yang pertama kecakapan
personal, sosial, akademik, dan vokasional, menurut kami pembinaan
inilah yang bisa berdampak efektif dan efisien, maka dari itu kami lebih
fokus ke lifeskills mereka.dmna life skillssmereka bisa bertahan hidup di

luar sana.”

Selain itu, Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Satpol PP
Kota Pekanbaru Bapak Firmansyah Eka Putra, S.T. M,T pada Hari Minggu
Tanggal 05 Juli 2020. Peneliti menanyakan bagaimana proses dan rancangan razia
di Kota Pekanbaru. Bapak Firmansyah Eka Putra, S.T. M,T mengatakan bahwa:

“yang utama adalah kami harus mengumpulkan personil yang siap siaga

serta cakap fisik, agar ketika dilapangan para personol satpol pp dapat
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mengontrol  pengemis yang berkeliaran, Mengenai masalah
gelandangan dan pengemis tersebut, kami sudah berupaya melakukan
penertiban semaksimal mungkin. Tapi mungkin karena tidak adanya efek

jera yang diberikan dari pihak Dinas Sosial atau instansi yang

Pekanbaru Bapsa ans . I w‘r gu Tanggal 05
‘p razia di Kota
A g

Juli 2020.
Pekanbaru.

“kami

yang kit

AAINN

: \“-“f

personil
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pekerjaan di Kota Pekanbaru sulit u di dapatkan, Bapak Rudiansyah

mengatakan bahwa :

“kalau dibilang sulit, yaa tidak terlalu lah menurut saya, kalau

pekerjaannya kantoran, ya itu menurut saya sulit terkadang, .”
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Peneliti kemudian menanyakan kembali kepada warga yang sama, apakah
Bapak Rudiansyah sudah mendapatkan pekerjaan. Bapak Rudiansyah

mengatakan:

pekanbaru ‘ an Bar 3 : e ang dilakukan
pada Hari : : ] )2 : apakah lapangan
pekerjaan d

hahwa :

melakukan Pemb Sc d aman Kota Pekanbaru sudah

Qu"\m

dari pengemis yang menjadi pro

memberikan pembinaa ertid emadai, akan tetapi hasrat
enjadi terkendalanya dinas sosial
dan pemakaman kota pekanbaru dalam menangani pengemis tersebut.

Dan Razia yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap
gelandangan tersebut bertujuan menciptakan keteraturan, keindahan, dan
ketertiban secara umum. Razia juga bertujuan untuk memutuskan mata rantai

kehidupan gelandangan dan pengemis agar kembali normal di tengah masyarakat.

Akibat yang diharapkan, perilaku secara wajar dimiliki gelandangan dan
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pengemis sehingga tidak menjadi gelandangan dan pengemis lagi. Keberhasilan
memutus mata rantai ini tentu saja dapat meningkatkan peran gelandangan dan
pengemis ditengah masyarakat secara umum. Akibat yang ditimbulkan, perilaku
produktif akan ditunjukkan gelandangan_dan pengemisdibandingkan waktu
sebelumnya. Perilaku produktif tersebut dapat dilihat pada tataran yang
dimunculkan pada perubahan«yang diharapkan, antara lain tidak hidup
gelandangan dan mengemis lagi. Kembalinya gelandangan di kehidupan normal
di tengah masyarakat memerlukan proses didik yang perlu dipaksakan.

Dan hal tersebut juga pengemis merupakan kaum fakir miskin yang tidak
sanggup memenuhi kebutuhan makanan dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya
sehingga perlu:mendapatkan bantuan dari pemerintah dan terutama kepada Dinas
Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, orang kaya dan yayasan-yayasan sosial
serta masyarakat. Tetapi disamping itu pula harus ada pihak-pihak lain yang
terkait untuk ikut-mambantu mereka agar mereka tidak lagi menjadi pengemis.
Seluruh komponen masyarakat dituntut untuk turut membantu mereka, baik lewat
perorangan maupun lewat yayasan-yayasan yang.ada. Hal ini sebagai wujud
solidaritas sosial. Semua wajib menolong.dan memperhatikan keadaan mereka,
sehingga pengemis dapat dikendalikan.

Maka dari itu seluruh elemen masyarakat sangat penting perannya bagi
pengemis, agar tidak lagi mengemis, dan mendapatkan bantuan yang selayak
layaknya.

3. Struktur Sosial
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Struktur Sosial merupakan sebuah hubungan antar individu dengan orang
lain (Masyarakat) untuk membentuk sebuah norma, nilai atau peraturan yang ada
didalam suatu masyaraka demi kepentingan masyarakat. Salah satu kelebihan
adanya struktur sesial dalam sebuah lingkungan adalah mampu membuat suatu
daerah menjadi lebih terkondisikan. Struktur sosial juga merupakan tatanan sosial
dalam kehidupan masyarakat;, «di| dalam /struktur sosial tersebut terkandung
hubungan ' timbal balik antara status dan peranan yang menunjuk pada suatu
keteraturan perilaku.

Struktur sosial kjuga dapat diartikan sebuah hubungan timbal balik karena
posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial, juga pola perilaku individu dan
kelompok. Struktur sosial juga suatu skema penempatan dari berbagai organ-
organ masyarakat pada posisi yang dapat di anggap sesuai fungsi suatu organisme
masyarakat sebagai salah satu_keseluruhan dan, juga demi kepentingan masing-
masing bagian untuk sebuah jangka waktu yang relatif lama.

Peneliti ‘melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan
Pemakaman Kota Pekanbaru pada Hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020 Bapak Dr. H.
Idrus, M.Ag. peneliti menanyakan bagaimana meningkatkan kepedulian
masyarakat terhadap pengemis, Bapak Dr. H. Idrus, M.Ag mengatakan bahwa :

“kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat bantu
membantu dalam mengatasi kemiskinan bertetangga serta pengemis
yang bertetangga ataupun bersebelahan, agar kami juga dapat menekan
angkat pengemis di kota pekanbaru, akan tetapi kota pekanbaru juga
memiliki masalah pendaanaan ketika kami berupaya membantu
menangani pengemis, maka yang erkendala adalah pendaaana dan

’

anggaran kota pekanbaru.’
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Bapak Dr. H. Idrus, M.Ag mengatakan kepedulian masyarakat berupa
kebutuhan primer yaitu :

“seperti beras, pakaian, dll yang diberikan oleh masyarakat.”

pengemis

profesi

rantai kehidupan gelanda

tengah masyaraka.”

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat kota pekanbaru
tepatnya dengan Bapak Hendri Putra salah seorang masyarakat yang dilakukan
pada Hari Jum’at Tanggal 03 Juni 2020. Peneliti menanyakan bagaimana
tanggapan bapak ketika melihat pengemis berkeliaran, Bapak Hendri Putra

mengatakan bahwa :
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“saya terkadang merasa kasian melihat pengemis yang berkeliaran, ada
juga kadang saya beri makan ataupun duit untuk membantu

kehidupannya.”

Peneliti kem menanyakan hal a. kepada warga yang

kepedulian
maka dari i
respon dari

menekankan
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serta anggaran : ; .efektif dan efisien dalam

bekerja.

diperhatikan, agar pengemis dapat ditekan. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota
Pekanbaru harus dapat mensosialisasikan kemasyarakat agar membantu pengemis
secara primer, hal ini dapat menekankan angka Pengemis di Kota Pekanbaru,
Satpol PP juga membutuhkan dana yang bessar ketika dilapangan, maka dari itu
Satpol PP harus siap siaga dalam menangkap pengemis pengemis yang

berkeliaran agar mendapatkan efek jera.
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C. Hambatan-hambatan Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota

Pekanbaru dalam Mengatasi Pengemis Kota Pekanbaru (Studi Kasus di
Kota Pekanbaru).

Pengemis me cberap al3 oses pelaksanaan Peran.,

hambatan ters

S Tahapan ini

inas Sosial dan

pembinaan ini belum mengcover secara keseluruhann tinakan yang akan
dilaksanakan dalam mengatasi Pengemis, tetapi Dinas Sosial dan Pemakaman
Kota Pekanbaru dan Satpol PP hanya memilih beberapa alternatif tindakan
yang dianggap paling penting daerah perdaerah yang disusuri. Dari kendala
ini maka sangat penting bagi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

dan Satpol PP untuk memperhatikan mengenai keesiapan finansial dalam hal
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mendukung pelaksanan Pembinaan Pengemis serta merazia seluruh daerah

Kota Pekanbaru.

. Kurangnya kepedulian masyarakat daalam membantu pengemis, maka Peran
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BAB VI
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan h ang telah peneliti lakukan dengan judul yaitu “Peran

1. Sebaiknya Pemerintah membangun Komunikasi dan Koordinasi yang baik
kepada Dinas Sosial dan Pemakaman sehingga kegiatan yang dilakukan dapat
berjalan dengan baik dan mengenai tepat sasaran kepada pengemis dan

masyarakat.

73
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2. Sebaiknya masyarakat dan Dinas Sosial dan Pemakaman menguatkan rasa

kepedulian dalam membantu pengemis sehingga keikut sertaan dalam

kegiatan peduli tersebut menjadi penting bagi setiap Pengemis sekitar.
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